PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il JAYAPURA (PERDA)

NOMOR 4 TAHUN 1998 (4/1998)
TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il JAYAPURA

a  bahwa berdasarkan Pasd 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997, tentang Pgak Daerah dan Retribus Daerah, maka Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis

Pajak Daerah Tingkat 11

b.  bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf a perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daegrah Kabupaten Daerah Tingkat |l

Jayapura

1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan (Lembaran Negaa Tahun 1967 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Proping
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Proping Irian
Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2907) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973

tentang Perubahan Nama Proping Irian Barat Menjadi Irian Jaya;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

4.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
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10.

11

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penydesaian
Sengketa Pgak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pagjak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) ;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Sura Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54) ;

Keputusan Menteri Dadam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Dagrah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pungutan Pgak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesthan Peraturan Dagrah tentang Pajak Daerah dan
Retribus Dagrah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Pgjak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Jayapura Nomor 6 Tahun
1990 tentang Susunan Organisad dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Jayapura Nomor 3 Tahun
1992 tentang Organises dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat |1 Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rekyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura
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Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura.
MEMUTUSKAN:

Menetepkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I

JAYAPURA TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan :

a

b
C.
d

Daerah addah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapura;

Kepaa Daerah idah Bupati Kepaa Daerah Tingkat 11 Jayapura;

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak
adaah Pungutan Daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian. golonganc ;

Bahan Gdian Golongan C addah bahan gdlian golongan ¢ sebagaiman adimeksud dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Eksploitas Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan bahan gaian golongan ¢ dari sumber
adam diddam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

Badan addah suatu bentuk bad an usaha yang mdiputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Persekutuan,

Perkumpulan, Firma, Kongd, Koperad, Yayasan atau Organisas yang sgenis, Lembaga Dana
Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat addah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
diberi tugas tertentu di bidang perpgakan daerah sesual dengan peraturan perundang-undangan
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yang berlaku ;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jayapurg;

Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wgjib Pgjak pada suatu saat, dalam masa
pajak, daam tahun pajak atau daam bagian tahun pgak menurut peraturan perundang-undangan
perpagjakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pgjak Daerah yang sdanjutnya disngkat SPTPD adalah surat yang
digunakan oleh Wgjib Pgak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pgjak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpgakan daerah;

Surat Setoran Pgjak Daerah, yang selanjutnya disngkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pgak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pgjak terutang ke Kas Daerah atau
ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Pgjak Daerah yang selanjutnya disngkat SKPD addah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;

Surat Ketetgpan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disngkat SKPDKB addah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumiah
kekurangan pembayaran pokok pagak, besarnya sanks administrad, dan jumlah yang mesih harus
dibayar;

Surat Ketetapan Pgak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang sdanjutnya disingkat SKPDKBT,
addah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
Surat Ketetgpan Pgjak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disngkat SKPDLB adalah surat
keputusan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pgjak lebih
besar dari Pgjak yang terutang atau tidak seharusnyaterutang;

Surat Ketetgpan Pgjak Daerah Nihil, yang sdanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah pgak yang terutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pgak, atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pgak;

Surat Tagihan Pgjak Daerah, yang selanjutnya disngkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan atau sanks adminigtras berupa bunga dan atau denda.
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BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pgak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gdian Golongan C dipungut Pajak atas
kegiatan eksploitas Bahan Galian Golongan C.

(2) Objek Pgak adalah kegiatan eksploitas Bahan Galian Golongan C.

(3 Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mdiputi :

Asbes

Batu tulis;

Batu setengah perméta;;

Batu kapur ;

Batu apung ;

Batu permeata;

Bentonit;
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Dolomit;

Feldspar;

J- Garam batu (hdlite) ;
k.  Grdfit;

Granit;

3

Gips,
Kasgt;
Kaolin;

Leudt;

o B o >

Magnesit;
Mika;

-

S Marmer;
t. Nitrat;

u.  Opsdien;
v.  Oker;
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